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				Bong, Urusan Kematian Tionghoa, dan Yang Terbengkalai

Refan Aditya – 08 Februari 2024

Beberapa waktu silam, warganet sempat heboh dengan temuan bongpay atau nisan makam Tionghoa yang dijadikan penutup selokan di Desa Jomblang, Semarang. Sebanyak 17 tablet batu alam beraksara mandarin itu terbaring dan berjejer rapi di ruas selokan depan rumah warga. Beredar opini bahwa bongpay–bongpay ini adalah hasil jarahan warga dari kuburan Tionghoa yang terbengkalai. Bahkan, muncul narasi bahwa hal itu disengaja dengan niat menista kelompok tertentu.

Melihat kabar tersebut semakin heboh dan tak berarah, Harjanto Halim, budayawan Tionghoa Semarang, pun memberi klarifikasi. Dalam unggahan reels di akun media sosialnya, Halim menjelaskan bahwa pada masa Hindia-Belanda daerah itu memang kompleks pemakaman orang Tionghoa. Namun, pada 1797 pemerintah Hindia-Belanda merelokasi makam tersebut ke daerah Kedungmundu. Bongpay lama pun dihancurkan oleh ahli waris dan dibuat nisan pengganti di tempat yang baru. Namun, ada lebih banyak bongpay yang ditelantarkan. Artinya, batu-batu nisan itu sudah ratusan tahun terlantar di sana selama beberapa generasi hingga akhirnya daerah tersebut menjadi pemukiman penduduk.

Bongpay terlantar tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh warga setempat untuk bahan baku bangunan. Warga tidak tahu pemilik, muasal, ataupun fungsi asli benda yang mereka manfaatkan untuk penutup selokan tersebut. Yang mereka tahu, batu-batu tersebut sudah ada sejak zaman kakek-neneknya. Dengan demikian, menurut Halim, isu bahwa bongpay itu hasil curian ialah menyesatkan, apalagi sengaja untuk menista. Justru, keluarga-keluarga yang menelantarkan bongpay tersebutlah yang patut dipertanyakan.

Kasus penelantaran bongpay ini memancing pertanyaan, masihkah pemakaman ala tradisi Tionghoa menjadi urusan penting dalam kehidupan keagamaan orang Tionghoa? Artikel ini mencoba menilik kembali peran lembaga kematian masyarakat Tionghoa dan jalan terjal dalam meneruskan tradisi keagamaan tersebut.

Lembaga Kematian Masyarakat Tionghoa: Relasi Dua Dunia

Kehidupan komunitas Tionghoa sangat lekat dengan eksistensi dewa atau roh para suci (sheming, 神 明) yang menjadi pelindung mereka. Ketika berlayar menyeberangi samudra lepas, para migran Tionghoa membawa serta rupang dewa pelindungnya ke tempat tujuan, tak terkecuali di Asia Tenggara (Chee-Beng, 2013). Salah satu yang terpopuler di kalangan migran dari pesisir selatan Tiongkok—wilayah yang menjadi mayoritas asal migran keturunan Tionghoa di Asia Tenggara—ialah rupang Makco (Tian Siang Sing Bo), dewi samudra pelindung para pelaut dan nelayan. Sebagai timbal balik atas perlindungan dewa dan roh para suci tersebut, mereka memberikan sesembahan dan pemujaan dalam berbagai bentuk ritual. Karenanya, klenteng menjadi salah satu lembaga sosial pertama yang dibentuk oleh orang-orang Tionghoa (Hoakiau) di wilayah perantauan. 

Di samping lembaga persembahyangan, lembaga sosial mula-mula yang juga dibentuk ialah perkumpulan kematian atau yishan (Chee-Beng, 2020). Urusan pemulasaraan mendiang menempati posisi penting bagi masyarakat Tionghoa sebagai bentuk bakti (hauw) atau penghargaan tertinggi kepada orang tua. Tingkat bakti ini akan mempengaruhi kesejahteraan atau kemalangan anggota keluarga yang ditinggal. Karena memerlukan persiapan yang tidak sederhana untuk melangsungkan ritual kematian, keberadaan perkumpulan kematian sangat penting bagi komunitas Tionghoa di mana pun mereka berada.

Dalam tradisi Tionghoa, lokasi makam perlu mengikuti fengshui atau pengaturan geomansi tertentu, misalnya di dataran tinggi seperti perbukitan dan posisi makam menghadap ke lanskap depannya (Madeddu & Zhang, 2021). Secara praktis, masyarakat Tionghoa memilih lokasi penguburan dengan cermat agar makam tersebut terlindung dari badai, banjir, ataupun terik panas dalam jangka waktu lama. Sementara, secara keagamaan, lokasi makam yang tepat akan membuat mendiang dapat hidup dengan nyaman di alam selanjutnya sehingga menghasilkan energi baik bagi keluarga yang ditinggalkan. 

Ketika berziarah, keluarga berdoa dengan mengangkat dupa di hadapan bongpay kemudian membakar uang-uangan, tak jarang replika rumah atau mobil dari kertas, untuk bekal mendiang di alam baka. Dupa tersebut lalu ditancapkan ke hiolo atau wadah abu sebagai media penghubung antara yang hidup dan yang mati. Di sisi kanan bong biasanya berdiri altar kecil untuk Toa Pe kong (土地公;) atau dikenal dengan Dewa Bumi, dewa penguasa lokal. Altar ini sebagai tempat untuk berdoa agar dewa setempat menerima jasad mendiang dan mencegah kedatangan roh-roh jahat yang mengganggu leluhur. 

Dalam relasi ini, ketentraman orang yang meninggal sangat bergantung pada keluarganya—dan pada gilirannya bertimbal balik pada kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Menurut tradisi orang Tionghoa, keterputusan hubungan antara orang tua yang telah meninggal dan anak yang masih menjalani hidup adalah perilaku durhaka atau puthauw (不孝). Kedurhakaan ini akan berakibat pada kemalangan nasib satu keluarga. Maka, hubungan antara yang meninggal dan yang hidup harus selalu dijalin. Bong harus dipelihara dan dikunjungi setidaknya setiap hari raya Cheng Beng. Jika tidak memungkinkan, keluarga mendiang dapat membayar jasa warga sekitar makam untuk merawatnya. 

Bong, dengan demikian bukan hanya jangkar memori kolektif sebuah komunitas atas leluhurnya dalam wujud material batu yang beku, melainkan juga denyut nadi silsilah kekeluargaan yang padanya hubungan timbal balik tetap berlangsung. Orang Tionghoa erat menghubungkan identitas diri dengan garis keturunan keluarganya. Keberlanjutan identitas seorang ditentukan oleh terpeliharanya hubungan dengan leluhur. Keterputusan seorang dari leluhur menandakan terputus pula identitas dan jati dirinya sebagai bagian dari keluarga dan komunitas. Maka, bong menjadi ruang liminal yang sakral dan vital bagi kehidupan masyarakat Tionghoa.

Bong: Terbengkalai dan Kian Tergusur

Akibat keterbatasan lahan, harga tanah bong dan biaya perawatannya kian melonjak, sementara tidak semua keluarga Tionghoa berasal dari golongan yang berlimpah harta. Tak sedikit keluarga yang akhirnya memutuskan untuk membongkar makam leluhur dan mengkremasinya agar terhindar dari puthauw. Di sisi lain, kebijakan diskriminatif masa Orde Baru memaksa banyak orang Tionghoa berpindah agama. Sementara, di agama baru yang mereka anut terdapat doktrin yang melarang untuk melaksanakan ritual ziarah makam seperti tradisi Tionghoa. Inilah yang menjadi pangkal penyebab tradisi merawat bong kian memudar sehingga banyak bong terbengkalai. Akhirnya, bong-bong tersebut berselimut semak belukar dan dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah bahkan tempat prostitusi. Ini yang membuat stigma bong menjadi negatif dan jauh dari kesan sakral. 

Lembaga sosial masyarakat Tionghoa yang mulanya esensial dan primordial ini menghadapi persoalan yang dilematis. Di tengah modernisasi dan politik agama, tata upacara kematian masyarakat Tionghoa mau tak mau mesti dinegosiasikan dengan pertimbangan pragmatis. Di Singapura, karena keterbatasan lahan, pemerintah sudah tidak menyediakan lahan baru untuk pemakaman dan bahkan mengalihfungsikan lahan bong yang ada menjadi ruang publik. Tiada pilihan lain bagi orang keturunan Tionghoa di Singapura selain memperabukan keluarga yang meninggal dan menegosiasikan ritual-ritual untuknya dalam batasan-batasan kebijakan publik (Kiong, 2010). 

Di Indonesia, persoalannya tak jauh beda. Perluasan lahan perkotaan dan kebutuhan pemukiman pada akhirnya banyak menggusur bong-bong yang sudah berumur tahun, seperti yang terjadi di Surabaya, Semarang, dan kota-kota besar lainnya. Sisa bong-bong terbengkalai banyak digunakan oleh warga untuk bahan baku bangunan atau dijual. Di sisi lain, banyak masyarakat Tionghoa yang berpindah agama “resmi” dan tidak lagi menjalankan tradisi kematian ala Tionghoa. Apalagi, tata laksana upacara kematian di agama yang baru mereka anut cenderung lebih sederhana dan tidak memakan terlalu banyak biaya. 

Konsekuensi lain dari tergerusnya tradisi merawat Bong ini ialah hilangnya bukti-bukti sejarah. Selain bertuliskan nama mendiang dan keluarganya, pada bongpay juga terukir berbagai data sejarah penting seperti tahun pembuatan nisan, keterangan dinasti atau masa pemerintahan ketika mendiang wafat, sampai jabatan atau status sosial. Bentuk dan gaya aksara bongpay yang bervariasi menunjukkan periode masa ketika mendiang hidup sekaligus menjadi penanda jejak awal keberadaan komunitas Tionghoa di suatu tempat. Ini penting bukan saja bagi komunitas Tionghoa, melainkan juga berkontribusi dalam memperluas horizon sejarah betapa kosmopolitnya leluhur manusia Indonesia. Kesimpangsiuran narasi sejarah terkait masyarakat Tionghoa  salah satunya bermuara dari minimnya bukti historis seperti ini. Akibatnya, masyarakat awam kerap memahami momen kedatangan perantau Tionghoa ke Indonesia secara simplistis sebagai invasi asing alih-alih sebagai momen perjumpaan dan pertukaran antarperadaban.

Maka, perlakuan serius untuk situs bong bersejarah dan sisa-sisa reruntuhannya menjadi penting. Kasus di Semarang sudah menunjukkan usaha ke arah ini.  Pada 14 Maret 2024, warga bersama anggota PSMTI membongkar sisa bongpay tersebut. Rencananya, PSMTI akan membuat semacam museum sebagai media edukasi terkait tradisi pemakaman Tionghoa.

Dengan segala tantangannya, lembaga sosial kematian Tionghoa menjadi instansi yang terus bergulat dengan zaman. Kini, yayasan kematian Tionghoa menyediakan pelayanan rumah abu hingga upacara misa untuk keluarga Kristen dan Katolik yang berkabung. Bantuan juga disediakan untuk warga yang tidak mampu membayar biaya pemakaman (Santoso dan ISR, 2019). Di saat yang sama, keberadaan kompleks Bong juga menghadapi kondisi yang rentan. Praktik pungutan liar oleh oknum warga sekitar sampai ancaman penggusuran masih menghantui masyarakat keturunan Tionghoa. Urusan kematian dan kondisi di lapangan tersebut menunjukkan fakta bahwa komunitas Tionghoa di Indonesia masih dan akan terus bernegosiasi dengan keadaan—tidak hanya mereka yang hidup, tetapi juga yang meninggal.

______________________

Refan Aditya adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Refan lainnya di sini.
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				Agama Tak Selalu Jadi Jawaban Atas Kesehatan Mental Remaja

Rezza Prasetyo Setiawan – 04 April 2024

Penelitian Varkey Foundation pada 2017 menemukan bahwa remaja Indonesia memiliki skor kebahagiaan tertinggi di antara negara-negara yang menjadi lokasi survei. Penelitian bertajuk “Generation Z: Global Citizenship Survey” ini melibatkan lebih dari 20.000 anak muda di 20 negara. Menariknya, lebih dari 90% responden di Indonesia mengatakan bahwa agama merupakan faktor penting bagi kebahagiaan mereka. Hal ini menunjukkan, betapa kesehatan mental pemuda Indonesia berkait erat dengan keagamaan. Namun, laporan I-NAHMS pada 2023 justru menunjukkan hasil sebaliknya: satu dari tiga remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dengan kecenderungan melukai diri sendiri bahkan bunuh diri. Faktanya, di tahun yang sama, terdapat enam kasus bunuh diri oleh pelajar/mahasiswa di Yogyakarta. 

Bertolak dari fenomena tersebut, Leyla Adrianti Hermina meneliti cara muda-mudi di Indonesia menemukan mekanisme koping terhadap masalah yang mereka alami sehari-hari dan peran agama di dalam proses tersebut. Alumna CRCS UGM yang akrab disapa Ladrina ini mempresentasikan hasil penelitiannya tersebut dalam Wednesday Forum bertajuk “Do Youth Turn to Religion as a Coping Mechanism?” pada Rabu, 6 Maret 2024. 

Agama, Keluarga, dan Mental Remaja 

Ladrina mula-mula menjaring responden melalui platform media sosial X (dulu Twitter). Responden yang terpilih ialah sembilan remaja di Yogyakarta berumur 19–26 tahun yang pernah mengalami peristiwa berat dalam hidup. Ladrina membatasi cakupan gangguan kesehatan mental para respondennya pada tekanan mental yang belum mencapai masalah kejiwaan yang klinis. Jadi, responden masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

Masalah utama yang dialami para respodennya bervariasi, dari urusan patah hati, permasalahan keuangan, wafatnya anggota keluarga, hingga tekanan akibat tuntutan prestasi akademik. Pemicu dari memburuknya kesehatan mental tersebut beragam dan tak jarang saling menumpuk, di antaranya kesulitan keuangan, komunikasi yag kurang baik dengan keluarga, dan kurangnya dukungan (support system) dari teman atau keluarga dekat.

Ladrina mendasarkan penelitian ini pada teori neuropsikologi spiritualitas Lisa Miller yang melihat kemampuan otak manusia untuk menangkap dimensi-dimensi spiritual dalam kehidupannya. Teori Miller menunjukkan adanya hubungan yang erat antara spiritualitas dan kesehatan mental. Dengan demikian, hubungan mendalam dengan subyek-subyek spiritual dapat menjadi bagian dari mekanisme koping seseorang dalam menghadapi tekanan mental sehari-hari.

Beranjak dari bingkai pikir tersebut, Ladrina menelisik sejauh mana praktik keagamaan menjadi mekanisme koping dalam mengatasi gangguan kesehatan mental para responden yang berasal dari keluarga dengan latar belakang keagamaan yang beragam. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang keagamaan responden ternyata tidak terlalu berpengaruh pada keputusan pemilihan mekanisme koping. 

Sebagai contoh, meskipun berasal dari keluarga dengan latar keagamaan yang kuat, tiga responden justru tidak memilih agama sebagai mekanisme koping di masa sulit. Bahkan, trauma akan agama membuat dua responden memutuskan untuk menjadi agnostik saat mengalami tekanan mental. Sebaliknya, salah satu responden yang berasal dari keluarga yang “liberal” dalam keagamaan justru beralih pada praktik keagamaan untuk mengatasi tekanan mental setelah terinspirasi oleh ceramah-ceramah keagamaan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Salah satu responden lain memilih terapi psikologis untuk mengatasi stres akibat tuntutan akademis dari keluarga dan kampusnya. Dalam kasus ini, menurut responden tersebut, agama tidak dapat menawarkan solusi. Melalui media sosial, ia justru menemukan terapi psikologi sebagai solusi. Dengan kata lain, banyak faktor lain di luar keluarga yang turut memengaruhi pilihan mekanisme koping seseorang.

Kendati agama tidak selalu menjadi pilihan utama dalam mekanisme koping, hasil temuannya juga memperlihatkan bahwa responden dengan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, bahkan yang menyatakan sebagai agnostik sekalipun, cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dengan kata lain, sejalan dengan temuan Miller, unsur spiritualitas itu tetap menjadi pengaruh besar bagi kesehatan mental seseorang.

Menurut Ladrina, setiap orang akan memiliki mekanisme kopingnya masing-masing, praktik keagamaan salah satunya. Namun, bagi mereka yang tengah mengalami masalah kesehatan mental, keberadaan sistem pendukung (support system) menjadi faktor penting bagi responden untuk bangkit dari titik terendah. Bagi responden penelitian ini, sistem pendukung itu berasal dari lingkungan pertemanan. Hampir semua responden mengaku bahwa mereka merasa memiliki ikatan yang lebih kuat dengan teman daripada keluarga. Ini artinya ikatan keluarga menjadi kian melemah di kalangan remaja.

Keterputusan Agama?

Diskusi pun menghangat saat sesi tanya jawab. Salah satu penanya menyoroti adanya kebiasaan untuk “kembali ke alam” sebagai cara menangani gangguan kesehatan mental masyarakat modern. Menurutnya, fenomena itu bisa jadi merupakan bentuk eksploitasi lain manusia terhadap alam karena alam hanya digunakan sebagai alat pelepas stres. Ladrina pun mengamini bahwa gerakan “kembali pada alam” itu merupakan salah satu cara efektif untuk mengembalikan kesehatan mental seseorang. Energi positif dari alam dapat mengundang seseorang untuk kembali membumi (grounding). Namun, menurutnya, ini bukanlah bentuk eksploitasi. Hal ini justru menunjukkan hubungan yang telah terputus antara manusia dengan alam. Kebiasaan untuk “kembali pada alam” itu merupakan wujud kerinduan manusia untuk mengembalikan hubungan tersebut.

Lebih lanjut, gerakan “kembali pada alam” tersebut menguatkan hasil temuannya terkait relevansi agama dalam mekanisme koping. Ladrina menggarisbawahi, agama penting bagi kesehatan mental, tetapi tidak semua bentuknya membantu. Para responden penelitiannya melihat bahwa berbagai ajaran keagamaan di sekitar mereka justru tidak menyentuh dan kurang relevan bagi tantangan mereka sehari-hari. Alhasil, setengah dari jumlah responden tidak memasukkan praktik agama sebagai bagian dari mekanisme koping mereka dan memilih metode lain, “kembali pada alam” bisa jadi salah satu bentuknya. Karenanya, menurut Ladrina, ajaran-ajaran agama perlu dikontekstualisasi agar kian relevan bagi tantangan di masyarakat. Dengan demikian, agama dapat benar-benar berbicara sebagai solusi bagi permasalahan kesehatan mental.

Menimpali poin tersebut, peserta lain menyoroti bahwa penelitian ini membawa bias pengalaman masyarakat urban. Hal ini terlihat dari pengalaman responden yang berpusat pada pengalaman dan solusi-solusi yang spesifik bagi pengalaman masyarakat perkotaan, seperti dengan pergi ke psikolog, terapi, dan semacamnya. Hal ini berarti keterputusan manusia dengan alam tadi bisa jadi merupakan pengalaman khusus masyarakat perkotaan yang ikut mempengaruhi kesehatan mental mereka. Menanggapi hal itu, Ladrina menyetujui bahwa ada peluang besar untuk mengembangkan percakapan tentang topik ini pada pengalaman lain di luar pengalaman urban. 

Menutup diskusi, Ladrina menekankan bahwa studi terkait agama dan kesehatan mental merupakan topik penting untuk ditelusuri lebih dalam. Di sana ada keberlapisan di luar faktor agama yang berkait kelindan dalam membentuk situasi kesehatan mental remaja maupun mekanisme kopingnya. Di sisi lain, berefleksi dari hasil penelitiannya tersebut, Ladrina menggagas sebuah komunitas yang dapat menjadi sahabat satu sama lain bagi para mahasiswa yang tengah berjuang dengan tuntutan akademis. Komunitas yang ia beri nama “Hofos”, Home For Soul, ini terbuka bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar atau sekadar mencari teman untuk berbagi. 

______________________

Rezza Prasetyo Setiawan adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Rezza lainnya di sini.

Foto tajuk artikel ini dokumentasi David Wall (2021).
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				Ragam Budaya dan Lapis Marginalisasi di Tengah Bencana

Rezza Prasetyo Setiawan – 17 Maret 2024

Ketika terdesak oleh bencana yang sudah lugas di depan mata, masihkah faktor identitas sosial, politik, dan keagamaan menjadi penting? Apakah pertanyaan itu tidak lagi penting karena perbedaan sudah dilebur demi alasan kemanusiaan dan penderitaan bersama? Jangan-jangan, hilangnya pertanyaan itu justru adalah tanda marginalisasi terselubung yang justru makin tajam karena desakan keterbatasan sumber daya?

Lekat dengan pengalaman Yogyakarta akan kebencanaan, Wednesday Forum bertajuk “Linking Cultural Diversity with Community Resilience to Disasters”, 13 Maret silam, mengupas dinamika respons manusia di tengah situasi bencana. Risye Dwiyani, mahasiswi doktoral program studi Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, menggarisbawahi fokus penelitiannya tentang kerumitan yang dibawa oleh kelindan aspek sosial-budaya dalam manajemen kesiapsiagaan bencana. Risye membawa pertanyaan mendalam, “Bagaimana manusia, sebagai makhluk sosial, menghadapi situasi bencana?” 

Sudah Jatuh Bencana …

Risye memantik diskusi dengan mengajak partisipan melakukan Crossroad Game. Permainan simulasi ini mengajak peserta untuk menempatkan diri dalam berbagai skenario yang dapat terjadi di tengah situasi bencana. Berbagai skenario kasus dalam permainan tersebut mengandung dilema dan mengundang peserta untuk mengambil keputusan dalam situasi bencana. Menariknya, kasus-kasus tersebut merupakan adaptasi dari berbagai kejadian nyata. Contoh kasusnya seperti ini:

Para ahli memperkirakan bahwa dalam sepuluh menit tsunami akan menerjang desa tempat tinggalmu. Akankah kamu terlebih dahulu mendatangi tempat tinggal seorang perempuan lanjut usia yang biasa kamu rawat?

Beragam jawaban pun muncul dari sekira 40 partisipan. Beberapa menjawab mereka akan mendatangi rumah nenek itu sebelum menyelamatkan diri dengan alasan kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Beberapa yang lain menjawab bahwa dalam situasi bencana kemungkinan terbaik justru adalah menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu.

Tentu pertanyaan  itu bukan berujung pada satu jawaban yang benar. Alih-alih berfokus pada jawaban “paling benar”, Risye mengajak peserta untuk bersuara dan mengurai beragam asumsi dan pertimbangan yang muncul dalam waktu yang singkat tersebut. Salah seorang peserta, berdasarkan pengalamannya tinggal di Jepang, menyebutkan ketiadaan peringatan resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa tsunami tersebut kemungkinan tidak terjadi. Ada juga peserta yang memilih untuk menyelamatkan diri dahulu karena belum memiliki kapasitas diri untuk dapat membantu nenek tersebut. Beberapa peserta lain percaya bahwa perempuan lanjut usia tersebut sudah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan berbagai alasan lainnya.

Dari berbagai jawaban tersebut, Risye menekankan pentingnya kesadaran untuk mengenali “ketidaksiapan” tersebut sebagai dasar kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana datang. Berbagai persiapan teknis dan mental tersebut itu menjadi bekal penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana seperti Indonesia.

Lebih lagi, kesiapan menghadapi situasi bencana di berbagai tempat juga memijak lanskap realitas sosial yang partikular dan kompleks. Pemikiran dan proses pengambilan keputusan setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Berbagai faktor itu menghasilkan wacana-wacana yang tak jarang berseberangan. Bahkan, dalam tingkat individu sekalipun, keragaman pemikiran dan pertimbangan itu dapat menghasilkan dilema. 

Berbicara topik dilema dan bencana dalam konteks Jogja, tentu tidak terlepas dari nama Mbah Marijan. Dr. Elis Zuliati Anis, dosen komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, menyinggung dilema yang dihadapi Mbah Marijan sebagai abdi dalem juru kunci Merapi dan masyarakat pengikutnya pada peristiwa erupsi Merapi 2010. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman telah meminta masyarakat untuk turun menjauh dari zona bahaya Merapi. Namun, Mbah Marijan bergeming di tempatnya. Ia melihat bahwa sebagaimana Merapi telah menjaga dirinya dan semua makhluk yang hidup di sekitarnya, ia juga harus menjaga Merapi. Pada akhirnya, Mbah Marijan, dan beberapa penduduk yang enggan meninggalkan rumah, meninggal dunia terkena awan panas. Perbedaan pandangan dan pertimbangan dalam menghadapi situasi bencana antara Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi dan BPBD sebagai representasi ahli kebencanaan nasional menjadi dilema yang alot di tengah kenyataan sosial yang begitu berlapis dan dinamis. Melalui situasi ini, Risye menunjukkan bahwa manajemen bencana tidak lepas dari keragaman pemikiran yang tertanam di masyarakat—sekecil apapun jumlah komunitas tersebut. 

… Tertimpa Marginalisasi Pula

Setelah menekankan pentingnya kesadaran akan konteks keberagaman, Risye membawa diskusi pada isu marginalisasi yang sering terabaikan dalam situasi bencana. Risye menyinggung sebuah contoh kasus diskriminasi yang muncul terhadap kelompok LGBTQ dalam situasi penanganan korban bencana. Ketika mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan korban erupsi Merapi,  mereka ditolak dengan alasan orientasi seksual yang berbeda dengan mayoritas masyarakat. Partisipan lain juga mengangkat isu diskriminasi atas dasar perbedaan agama dan etnis, seperti penolakan bantuan dari gereja di Cianjur beberapa waktu lalu dan rasisme terhadap etnis Tionghoa ketika limbah pabrik merusak persawahan warga setempat dalam konteks Orde Baru pada tahun 1996 di Kabupaten Malang. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa di tengah situasi genting, konflik sosial berbasis identitas keagamaan bisa menambah pikulan beban korban bencana.

Mengenai hal ini, Dr. Iqbal Ahnaf, dosen studi konflik dan perdamaian di CRCS, berpendapat bahwa memang situasi kebencanaan juga tidak akan lepas dari konflik dan hierarki sosial yang tertanam di masyarakat. Konflik dan diskriminasi tersebut bahkan dapat meruncing, alih-alih menghilang, di tengah situasi keterbatasan sumber daya seperti bencana. Keterbatasan sumber daya menjadi alasan untuk menormalisasi terhadap peminggiran sosial tersebut. Senada, Pongponrat dan Ishii (2011) yang menganalisis kasus tsunami Jepang 2011 memperlihatkan contoh nyata dari diskriminasi tersebut. Para perempuan migran asal Thailand yang terdampak bencana di Jepang mengalami marginalisasi dan ancaman berlapis akibat perbedaan bahasa dan statusnya sebagai perempuan imigran.

Di lain sisi, Dr. Samsul Maarif, kepala program studi CRCS, membagikan pengalaman yang berbeda saat mengalami situasi hurikan Katrina 2005. Saat itu, ia merasa bahwa perbedaan agama tidak lagi dipertanyakan ketika didesak oleh situasi bencana. Kemanusiaan menjadi prioritas utama yang mengalahkan potensi konflik dari ragam identitas sosial. Oleh karena itu, keragaman dalam situasi bencana tidak perlu sepenuhnya dilihat sebagai ancaman.

Melalui simulasi Crossroad Game dan berbagai kisah yang dibagikan di ruang diskusi, kita dapat menarik benang merah bahwa tidak ada pengalaman yang dapat digeneralisasi. Beragam latar belakang dan pengalaman orang yang terlibat dalam bencana, baik sebagai korban maupun relawan, melahirkan beragam respons juga. Karenanya, keragaman harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam kesiapsiagaan bencana dan penanganannya di lapangan. Dalam kondisi gawat bencana, memang tidak semua orang akan mendiskriminasi, tetapi kita harus tetap sadar bahwa diskriminasi itu sangat mungkin terjadi. 

______________________

Rezza Prasetyo Setiawan adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Rezza lainnya di sini.

 Foto tajuk artikel ini dokumentasi The U.S. National Archives (2005).
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				Merayakan Imlek ala Gereja Katolik

Teresa Astrid Salsabila – 27 Maret 2024

“Selamat tahun baru. Gong xi fa cai. Mari kita rayakan. Gong xi fa cai.”

Bahana lagu paduan suara gereja memenuhi Gereja Santo Antonius Muntilan yang tengah berhias dengan pernak-pernik berwarna merah dan kuning. Anak-anak dan remaja berbaris mengular di lorong gereja, berharap mendapatkan angpao yang dibagikan oleh para Romo. Ya, hari ini (18/02) kami merayakan Imlek dengan mengadakan perayaan ekaristi di gereja.

Bagi Paroki Muntilan, ini bukan hal anyar karena mereka sudah menyelenggarakan Misa Imlek ini sejak 2004. Namun, ini memantik perhatian saya yang baru mempelajari ketionghoaan. Saya tidak menyangka ada misa khusus untuk memperingati Imlek. Banyak peranakan Tionghoa beranggapan bahwa keberadaan Misa Imlek ini menjadi simbol akomodasi gereja Katolik terhadap identitas ketionghoaan mereka. Namun, saya penasaran, benarkah demikian?

Imlek Milik Siapa?

Bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Nusantara, keberadaan Sincia atau Imlek menjadi hari penting untuk berkumpul dan bersyukur bersama keluarga. Sebagai masyarakat diaspora, tradisi dan ajaran ini terus dipelihara secara turun-temurun sebagai upaya untuk menjalin kembali identitas asal dan kekerabatan di tanah rantau. Secara harfiah, kata “imlek” (陰曆) merujuk pada penanggalan Tionghoa yang menggunakan fase bulan sebagai dasar perhitungannya dan tidak merujuk pada pada perayaan tahun baru. Sebutan yang lazim dalam tradisi Tionghoa untuk perayaan tahun baru ialah Sincia (新正). Namun, di Indonesia kata “imlek” lumrah dianggap sebagai nama dari tahun baru Tionghoa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memasukkan makna “Imlek” sebagai tahun baru Tionghoa. Dalam tulisan ini, saya akan mengacu imlek dengan huruf kecil sebagai penanggalan dan Imlek menggunakan huruf “I” kapital jika merujuk pada perayaan tahun baru imlek.

Namun, dalam lintas sejarah di negeri ini, keberadaan Imlek tak lepas dari sengkarut politik.  Didi Kwartanada (2010) mencatat bahwa semasa pendudukan Jepang, militer Jepang menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Kebijakan ini merupakan “hadiah” kepada masyarakat Tionghoa yang mendukung keberadaan Jepang di Indonesia. Selama Orde Baru, keberadaan perayaan Imlek praktis dilarang semenjak kemunculan Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Perayaan Imlek pun terbatas di lingkup keluarga secara sembunyi-sembunyi atau bahkan dihindari. Imlek kembali dirayakan di ruang publik setelah Presiden Abdurrahman Wahid mencabut kebijakan Instruksi Presiden tersebut. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah kembali menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. 

Kendati demikian, tidak semua orang setuju dengan berbagai festival dan pesta pada saat Sincia. Pro dan kontra pun muncul di antara peranakan Tionghoa sendiri. Keberadaan Imlek masih melahirkan kontestasi dan klaim terkait statusnya sebagai festival budaya atau agama. Chang-Yau Hoon (2009) menjelaskan secara rinci posisi dilematis dan politis perayaan Imlek, terutama akibat pelarangan ekspresi publik tradisi dan adat Tionghoa pada masa Orde Baru. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan kehadiran institusi agama Konghucu di Indonesia yang lebih terstruktur akibat dari hegemoni diskursus “agama” (simak sejarah lengkapnya pada disertasi Evi Lina Sutrisno, 2018). Para penganut Konghucu secara tegas menyatakan bahwa Imlek adalah perayaan agama mereka karena awal penanggalannya berdasarkan pada hari lahir Nabi Kongzi.

Menandingi wacana umat Khonghucu, keturunan etnis Tionghoa non-Konghucu beranggapan bahwa Sincia adalah perayaan kebudayaan yang melekat pada identitas etnis. Karenanya, mereka pun mengakomodasi Imlek dalam perayaan keagamaan yang mereka anut saat ini, salah satunya Misa Imlek. Eric Hobsbawm (2014) menyebut fenomena ini sebagai “invention of tradition”. 

Sincia hingga Misa Imlek

Meski demikian, tidak semua umat Katolik keturunan Tionghoa ataupun Gereja Katolik di Indonesia punya pendapat yang sama terkait Misa Imlek. Sejarah menunjukkan bahwa Gereja Katolik di Indonesia memang tidak pernah memiliki satu kesepakatan tunggal dalam memandang tradisi Tionghoa. Karel Steenbrink (2007) secara spesifik menunjukkan pasang surut Gereja Katolik dalam mengakomodasi umat keturunan Tionghoa sejak zaman Hindia Belanda. Gereja Katolik tidak selalu setuju dengan penerimaan seluruh karakteristik Tionghoa, bahkan dalam beberapa waktu menolak secara eksplisit. Misalnya kasus penolakan oleh Mgr. Edmundus Sybradus Luypen, SJ (Vikaris Apostolik Batavia) pada tahun 1914 terkait penggunaan hio dalam ibadah karena hal itu berhubungan dengan agama Tionghoa. Seorang umat Katolik keturunan Tionghoa bernama Jan Goey meminta Monsinyur Luypen mempertimbangkan kembali pelarangan tersebut. Goey akan menikah secara Katolik dan penggunaan hio merupakan caranya untuk menghormati leluhur. Namun, sang vikaris bersikukuh menolak.

Di samping atribut keagamaan, salah satu poin penting lain yang menjadi perdebatan ialah momen perayaan Sincia kerap bertepatan dengan masa Prapaskah. Kedua momen ini bertolak belakang secara esensial: Sincia merupakan perayaan penuh suka cita bersama keluarga, sementara masa Prapaskah merupakan masa pertobatan dan mati raga bagi umat Katolik untuk mengenang wafatnya Yesus Kristus. Hal tersebut menciptakan dilema bagi umat Katolik keturunan Tionghoa untuk memilih salah satu di antara kedua peringatan tersebut. Salah satunya harus “mengalah” dan biasanya Imlek yang lebih sering dikorbankan.

Merespons hal tersebut, Gereja Katolik di Indonesia punya cara yang berbeda. Pada tahun 2018 ketika Imlek jatuh pada Jumat masa Prapaskah, Mgr. Robertus Rubiyatmoko (Uskup Agung Semarang) melalui surat gembala dan menganjurkan umat Katolik keturunan Tionghoa untuk tetap berpantang. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, ia memberikan dispensasi untuk melakukan pantang keesokan hari. Namun, beberapa keuskupan tidak memasukkan pertimbangan tersebut ke dalam Surat Gembala Prapaskah mereka. Hal ini menyisakan dilema mendalam bagi umat Katolik keturunan Tionghoa yang ingin merayakan Imlek di masa Prapaskah.

Perdebatan tidak hanya berhenti di situ. Perayaan Imlek dengan Misa menjadi topik perbincangan yang cukup hangat. Pihak pendukung Misa Imlek merujuk pada Pedoman Umum Misale Roma (PUMR) Nomor 373 yang memungkinkan adanya misa dengan intensi khusus asalkan disetujui oleh masing-masing Keuskupan. Namun, para penolak beranggapan bahwa beberapa karakteristik Tionghoa memiliki dimensi spiritual yang tidak sejalan dengan iman Kristen. Terlepas dari perdebatan tersebut, perayaan misa Katolik memang kerap disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Pada paroki dengan mayoritas umat Katolik keturunan Tionghoa seperti di Glodok (Jakarta), Pontianak, dan Medan, keberadaan Misa Imlek sudah menjadi agenda rutin tahunan. Tidak mengherankan jika semua paroki memiliki sikap dan kebijakan berbeda terkait Misa Imlek.

Misa Imlek Sebatas Akomodasi?

Pada tahun 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan Imlek sebagai hari libur internasional dalam organisasi (UN Floating Holiday). Maksudnya, pada hari tersebut, PBB akan menjeda seluruh kegiatan dan meliburkan stafnya. Keputusan ini tidak hanya menjadi rekognisi identitas ketionghoaan secara lebih luas, tetapi juga menjadikan Imlek sebagai peringatan untuk masyarakat yang lebih luas, di luar sekat-sekat etnis hingga agama. Penetapan Sincia menjadi hari libur internasional oleh PBB juga menjadi salah satu poin dalam homili Misa Imlek di Muntilan yang dipimpin oleh Romo Paulus Agung Wijayanto, SJ. 

Di sisi lain, universalitas Sincia sudah terlihat pada pelaksanaan Misa Imlek di Muntilan. Tidak sedikit umat Katolik beretnis Jawa yang hadir mengenakan pakaian berwarna merah, bahkan mengundang kerabat yang tidak beragama Katolik untuk hadir. Tak bisa dipungkiri, keberadaan angpao memang menjadi salah satu daya tarik dalam Misa Imlek. Namun, yang terpenting dari perayaan itu ialah Imlek akhirnya juga menjadi waktu untuk bersukacita bagi banyak orang terlepas dari suku, etnis, dan agamanya. 

Selain ornamen berwarna merah khas Imlek, nuansa ketionghoaan semakin diperkuat dengan pembacaan Injil dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Isi persembahan pun disesuaikan dengan sesaji untuk sembahyang, seperti buah-buahan, kue keranjang, hingga wajik. Misa Imlek di Muntilan tidak pernah absen menggunakan hio berjumlah tiga sebagai pengganti wiruk untuk menciptakan atmosfir liturgis. “Hio adalah cara kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan,” tegas Romo Paulus saat homili atau khutbah. Pernyataan tersebut membuat saya mulai bertanya, “Apakah Gereja Katolik Indonesia sudah benar-benar menerapkan inkulturasi terhadap ketionghoaan?” Jika inkulturasi tersebut sebatas penerapan karakteristik eksternal tanpa adanya dialog untuk menciptakan pemahaman internal antara gereja dan umat, praktik-praktik tersebut bisa dikatakan masih sebagai sebatas akomodasi atau adaptasi (simak tulisan Frans Wijsen [2022] mengenai adaptasi dan inkulturasi dalam Gereja Katolik).

Terlepas dari pro dan kontra perayaan Imlek dengan ekaristi, saya setuju dengan pernyataan Romo Agung dalam homili Misa Imlek ini. 

“Merayakan Imlek adalah merayakan perayaan keluarga. Kita pada hari ini diajak berkumpul untuk sebagai keluarga Allah tanpa memandang latar belakang apa pun. Semuanya merayakan kegembiraan karena merasa kita semua adalah keluarga.”


______________________

Teresa Astrid Salsabila adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Astrid lainnya di sini. 

 Foto tajuk artikel ini dokumentasi penulis.
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				Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama: Ketegangan dalam Ragam Pendekatan Advokasi bagi Kelompok Terpinggirkan

CRCS UGM – 22 Maret 2024

Bersamaan dengan menguatnya dasar legal dan konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, advokasi KBB pun berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Namun tidak jarang ada perbedaan, bahkan ketegangan, dalam mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran KBB. Sebagian mengedepankan peran advokat atau aktivis yang memperjuangkan pemenuhan hak pihak yang terlanggar, sebagian lainnya mengedepankan peran mediator atau fasilitator yang menjembatani para pihak dalam memenuhi kebutuhan bersama dan memperbaiki hubungan mereka. Terkadang perbedaan strategi ini dapat saling mendelegitimasi.

Buku hasil kerja sama tiga lembaga—Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross cultural Studies/CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina; dan Sekber Koalisi Advokasi KBB—ini mereeksikan perkembangan di atas. Bagian pertama mengangkat dua studi kasus, yaitu: 15 tahun upaya penanganan atas masalah yang menimpa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat; dan pengalaman Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam memediasi kasus-kasus KBB. Dua bab berikutnya menawarkan analisis lebih mendalam atas pendekatan berbasis-kekuatan, hak dan kepentingan dalam konteks kasus-kasus terkait KBB.

__________________

Penulis: Zainal Abidin Bagir, Ihsan Ali-Fauzi, Raditya Darningtyas, Husni Mubarok, Irsyad Rafsadie, Diah Kusumaningrum | Penerbit: PUSAD Paramadina, CRCS UGM, Sekber Koalisi Advokasi KBB | 2023 | 162 hlm
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				Menuju Dekolonisasi Pendidikan Kepercayaan Marapu di Sumba Timur

Jear Niklas Doming Karniatu Nenohai – 22 Maret 2024

Kabupaten Sumba Timur ialah satu-satunya kabupaten yang mengatur secara resmi eksistensi pendidikan kepercayaan melalui regulasi daerah. Sebagai program rintisan, keberadaannya patut diapresiasi sekaligus dicermati agar tidak sekadar memperpanjang kolonialisasi agama lewat pendidikan.

Sumba Timur merupakan salah satu dari tiga daerah termiskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, untuk urusan pendidikan kepercayaan, kabupaten ini merupakan di antara yang paling progresif di Indonesia. Inilah satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki regulasi daerah terkait pendidikan kepercayaan, yaitu Peraturan Bupati Sumba Timur nomor 33 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan pada Satuan Pendidikan. Marapu merupakan agama/kepercayaan dengan jumlah penganut terbanyak kedua, setelah Kristen, di Sumba Timur. Keberadaan regulasi menjadi dasar hukum pelaksanaan layanan Pendidikan Kepercayaan Marapu (PKM) di sekolah.  

Menengok Kelas PKM di Sumba Timur

Setahun sebelum penerbitan peraturan bupati tersebut, sudah ada enam sekolah—empat SMA dan dua SD—di Sumba Timur yang membuka layanan PKM. Menurut Timba Wohangara, sekretaris Badan Pengurus Marapu, tingkat SMA menjadi prioritas karena sebagian besar data siswa penganut Marapu berada di jenjang tersebut. Sementara itu, tingkat SD menjadi sekolah rintisan untuk pengembangan layanan PKM di kalangan anak-anak. Nantinya, bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumba Timur, layanan PKM juga merambah jenjang SMP dengan cakupan yang lebih luas.

Program PKM terlahir atas inisiatif masyarakat Marapu yang berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat Marungga Foundation dan Sumba Integrated Development (SID). Mulanya, PKM merupakan bagian dari program payung bernama Lii Marapu yang didanai oleh Yayasan Voice. Lii Marapu merupakan proyek peningkatan akses pengetahuan Marapu melalui pengarsipan secara digital, pembukaan layanan PKM, dan perancangan kebijakan inklusif untuk komunitas Marapu—salah satunya  Perancangan Perbup No. 33/2023 tersebut.

Menurut Antonius Djawamara, ketua pelaksana program Lii Marapu yang akrab disapa Anjar, keberadaan kelas PKM merupakan implikasi dari pengakuan negara atas agama leluhur/kepercayan sekaligus implementasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan bentuk pemenuhan hak komunitas Marapu sebagai warga negara.

Berdasarkan observasi di empat SMA rintisan PKM, kelas PKM berlangsung selama 3 jam pelajaran (jp) atau 3×45 menit dalam satu minggu. Penggunaan 3 jam pelajaran ini tidak dilakukan pada hari yang sama, tetapi dipisah dengan skema 2 jp pada satu hari dan 1 jp di hari yang lain. Pada 45 menit pertama, guru memberi pengantar dan menerangkan isi materi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Pada 45 menit selanjutnya, peserta didik mengerjakan tugas kelompok untuk dipresentasikan di akhir kelas. Pada hari yang lain, kelas diisi secara interaktif melalui respons dan tanya jawab antara guru dan siswa atau sesama siswa terkait materi presentasi/tugas di hari sebelumnya.

Model pengajaran kepercayaan mengikuti model pendidikan monoreligius. Seluruh peserta kelas PKM beragama Marapu. Karena sebagian besar siswa SMA belum memiliki KTP, identitas atau afiliasi agama merujuk pada kartu keluarga. Bila dijumpai agama dari kedua orang tua berbeda, misal ayah Marapu dan ibu Kristen, sekolah akan bertanya dahulu kepada siswa terkait agama yang akan ia anut. Bila siswa memilih mengikuti Marapu, sekolah akan memfasilitasi melalui PKM.

Sayangnya, sampai saat ini PKM belum memiliki guru tetap. Berdasarkan UU no. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, profesi guru pada tingkat pendidikan SMA mesti bergelar sarjana atau ahli madya dari program diploma empat. Belum ada guru di Sumba Timur yang memiliki kualifikasi pada bidang pendidikan kepercayaan maupun pendidikan Marapu secara khusus. Para guru atau pendidik pada kelas PKM saat ini ialah para penyuluh yang disertifikasi oleh LSP P2 Kemendikbudristek. Sebelum penempatan ke sekolah-sekolah, para calon penyuluh mengikuti serangkaian tes kompetensi. Setelah resmi menjadi penyuluh, mereka juga mendapatkan pelatihan berkala oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kapasitas. Rambu Kahi, penyuluh di SMAN 1 Rindi Umalulu sekaligus penyuluh pertama di Sumba, bercerita bahwa sudah lebih dari sepuluh kali mengikut pelatihan dan bimbingan teknis dari Kemendikbudristek dan Dirjen Kepercayaan. 

PKM menggunakan bahan ajar modul pendidikan terbitan Kemendikbudristek. Di samping itu, mereka juga melengkapinya dengan bahan ajar yang lebih kontekstual terbitan Lii Marapu. Anjar menjelaskan, pembuatan buku ajar tersebut melibatkan berbagai komunitas Marapu di antaranya para wunang (juru bicara), ma hamayang (pemuka agama marapu), Mauratung (pemimpin spiritual), serta tokoh adat Marapu lainnya. Sebagai sumber sekunder, para penulis bahan ajar tersebut mengumpulkan berbagai buku-buku tentang Marapu yang mereka anggap kredibel, seperti Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya (1976) karya Umbu Hina Kapita dan Marapu: Kepercayaan Asli Orang Sumba oleh Umbu Pura Woha (Sumber-sumber bacaan lain terkait Marapu juga bisa ditelisik di laman ini). Sebagian besar sumber bacaan yang digunakan merupakan karya orang Sumba yang meneliti tentang Sumba. Berbagai bahan ajar tersebut telah melalui proses penelaahan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Kemendikbudristek, maupun tokoh-tokoh Marapu.  

Menuju Dekolonisasi Pendidikan Kepercayaan 

Dalam konteks demikian, praktik PKM merupakan sebuah indigensasi (indigenization) pendidikan. Berkaca dari kasus indigenisasi pendidikan di Kanada, Gaudry dan Lorenz (2018) mengemukakan tiga spektrum indigenisasi, yaitu inklusi, rekonsiliasi, dan dekolonialisasi. Pada model inklusi, indigenisasi dilakukan dengan mengadaptasi pengetahuan pribumi (indigenous) ke dalam sistem. Tujuannya untuk meningkatkan kuantitas keterlibatan masyarakat setempat. Sementara di kutub yang berkebalikan, indigenisasi juga bisa berupa dekolonialisasi pengetahuan yang sudah mapan. Model ini mendorong pengakuan sekaligus penempatan pengetahuan agama leluhur sebagai titik sentral dalam kebijakan publik. Gaudry dan Lorenz mengemukakan contoh perizinan penggunaan praktik kesehatan pribumi (indigenous health) sebagai model pembelajaran di sekolah-sekolah kesehatan di Kanada. Di posisi tengah, indigenisasi dapat berupa rekonsiliasi. Pemerintah menetapkan mengubah cara bersikap masyarakat kepada kelompok agama leluhur melalui serangkaian regulasi. PKM Sumba Timur bisa menjadi salah satu contoh. 

Keberadaan PKM di Sumba Timur memantik banyak perubahan. Para siswa Marapu mengaku bahagia dengan keberadaan PKM ini. Mereka tidak perlu bersusah payah mempelajari pendidikan agama lain yang berbeda dengan keyakinan dan praktik hidup mereka sehari-hari. Rambu Kahi mengatakan, PKM menjadikan anak-anak Marapu lebih percaya diri karena mereka sudah memiliki status agama yang setara dengan teman-teman lain di sekolah. Pandangan terhadap komunitas Marapu pun ikut berubah. Keberadaan PKM secara resmi di sekolah negeri ikut mendorong penerimaan siswa Marapu oleh warga sekolah dari siswa non-Marapu, guru-guru, hingga pejabat sekolah. “Mereka (orang Marapu) sudah diakui dan setara dengan murid-murid yang lain jadi harus kami fasilitasi,” tutur Mohamad Rifa’i, kepala sekolah SMAN 1 Rindi. 

Di samping sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan, keberadaan PKM di Sumba Timur juga merupakan sebuah asa untuk merawat dan mengembangkan pengetahuan agama leluhur lewat sektor formal. Melalui tugas-tugas sekolah di PKM, anak-anak Marapu mampu menggali kembali pengetahuan mereka. Mereka bertukar informasi tentang model-model ritual pada masing-masing kabihu (kampung/marga). Model penugasan seperti ini membantu anak-anak Marapu untuk menggali dan mempelajari kembali pengetahuan Marapu yang hanya tumbuh pada kampung satu dan tidak ada pada kampung lain. 

Sebagai contoh, tidak semua anak Marapu pernah mengikuti mangejing, ritual akbar Marapu yang diadakan tiap empat tahun sekali. Ritual tersebut tidak sembarang bisa diadakan karena dua hal. Pertama, ritual tersebut menelan biaya yang sangat besar. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari warga kampung, ritual mangejing membutuhkan dana setidaknya Rp 80 juta. Kedua, ritual tersebut membutuhkan kehadiran seorang mauratung (pemimpin spiritual) untuk memimpin hamayang (sembayang) sedangkan tidak semua kampung punya mauratung. Melalui kelas PKM, anak-anak Marapu dapat belajar tentang makna dan tata ritual mangejing dari teman lain yang pernah mengikutinya. 

Di tengah cerita perubahan ini, tentu saja masih ada pekerjaan rumah yang masih menanti. Salah satunya ialah membuat PKM mampu berdampak lebih luas, tidak hanya untuk masyarakat Marapu. Katherine Absolon (2016) menempatkan makna indigenisasi sebagai pengakuan bahwa pengetahuan agama leluhur juga turut memiliki dampak baik bagi khalayak luas. Oleh sebab itu, indigenisasi harus membuka ruang agar masyarakat luas merasakan manfaat dari kehadiran pengetahuan agama leluhur. Dalam konteks yang demikian, dekolonialisasi dapat terwujud jika komunitas Marapu, terutama aktor-aktor PKM, menjadi aktor aktif dalam keberlangsungan dan pengembangan masyarakat Sumba yang lebih luas. Dengan kata lain, pengetahuan Marapu tidak lagi menjadi milik segelintir komunitas saja, tetapi merupakan salah satu titik sentral kebutuhan dan kebijakan publik.

______________________

Jear Niklas Doming Karniatu Nenohai adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Jear lainnya di sini.
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